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LAMPIRAN 

PERATURAN DESA BALARADIN NOMOR 

4 TAHUN 2025 TENTANG PENDIRIAN 

BADAN USAHA MILIK DESA KARYA 

MANDIRI BALARADIN 

 

ANGGARAN DASAR 

BADAN USAHA MILIK DESA KARYA MANDIRI BALARADIN 

DESA BALARADIN KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL 

 

MUKADIMAH 

 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan 

kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa 

semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan 

masyarakat, incubator usaha masyarakat, penyedia layanan public, dan berbagai fungsi 

lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap 

memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa 

juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua 

semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan 

keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap 

menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. 

 

BAB I 

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

 

Pasal 1 

(1) BUM Desa ini bernama BUM Desa  KARYA MANDIRI BALARADIN selanjutnya dalam 

Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa. 

(2) BUM Desa KARYA MANDIRI BALARADIN berkedudukan di Desa BALARADIN 

Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN 

 

Pasal 2 

(1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:  

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian 

b. Menjalankan usaha dalam bidang Peternakan 

c. Menjalankan usaha dalam bidang Penggilingan Beras dan Jagung 



d. Menjalankan usaha dalam bidang Pengelolaan Sampah 

e. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Hasil Pertanian, Peternakan dan 

Perikanan 

f. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Boga dan Catering 

 

BAB III 

JENIS USAHA 

Pasal 3 

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2, BUM Desa 

dapat: 

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian yang meliputi: 

1. 01111 PERTANIAN JAGUNG 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan 

pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca 

panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan 

pembibitan dan pembenihan tanaman jagung. 

2. 01113 PERTANIAN KEDELAI 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan 

lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika 

menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk 

kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai. 

3. 01114 PERTANIAN KACANG TANAH 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan 

pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca 

panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang 

palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang 

tanah. 

4. 01115 PERTANIAN KACANG HIJAU 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan 

pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca 

panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang 

palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang 

hijau. 

5. 01116 PERTANIAN ANEKA KACANG HORTIKULTURA 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari 

kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan 

dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang 

hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, 

kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan 

tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan 

tanaman aneka kacang hortikultura. 

6. 01117 PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan 

mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga 

pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-

bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan 



tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan 

pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan. 

7. 01118 PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak 

makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan 

juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman 

biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji 

mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan 

minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman 

biji-bijian penghasil bukan minyak makan. 

8. 01119 PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN 

PENGHASIL MINYAK LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 

penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi 

satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan 

gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya 

yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk 

kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil 

minyak lainnya. 

9. 01121 PERTANIAN PADI HIBRIDA 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan 

pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga 

pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai 

dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan 

pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan 

pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua 

pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, 

Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak 

termasuk sebagai padi hibrida. 

10. 01122 PERTANIAN PADI INHIBRIDA 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari 

kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga 

pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai 

dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan 

pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi 

yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi 

secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti Memberamo, 

Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang 

telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani. 

11. 01131 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN DAUN 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai 

dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga 

pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman 

hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, 

kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, 

bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan 



sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan 

akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan 

dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun. 

12. 01132 PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan 

pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika 

menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, 

belewah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan 

pembenihan tanaman hortikultura buah. 

13. 01133 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari 

kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan 

pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah 

yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing 

sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. 

Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran 

buah. 

14. 01134 PERTANIAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari 

kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca 

panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbiumbian hortikultura, 

seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, 

bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous 

lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura 

sayuran umbi. 

15. 01135 PERTANIAN ANEKA UMBI PALAWIJA 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan 

pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca 

panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti 

ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-

iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan 

dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija. 

16. 01136 PERTANIAN JAMUR 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian jamur mulai dari kegiatan pengolahan 

lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika 

menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, 

jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya. Termasuk kegiatan 

pembibitan dan pembenihan tanaman jamur. 

17. 01139 PERTANIAN SAYURAN, BUAH DAN ANEKA UMBI LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 

penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu 

kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen 

lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan 

dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit. 

18. 01191 PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK 



Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari 

kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, 

pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan 

ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput 

Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, 

Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll. 

19. 01192 PERBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBIBITAN BIT 

(BUKAN BIT GULA) 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan dan 

pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan 

pengolahan pascapanen, perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit 

(bukan bit gula). Perbenihan tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternak 

dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, 

Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, 

Indigofera Zollingeriana dll. 

20. 01210 PERTANIAN BUAH ANGGUR 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau 

pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca 

panen buah anggur. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman 

buah anggur. 

21. 01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan 

penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan 

dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, 

durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu 

air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, 

buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan 

tanaman buat tropis dan subtropis. 

22. 01230 PERTANIAN BUAH JERUK 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan 

penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan 

dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti 

jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk 

mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan 

dan pembenihan tanaman buah jeruk. 

23. 01240 PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE 

FRUITS) 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan 

penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan 

dan pasca panen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry, peach 

dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa, kepel, terong Belanda 

dan buah delima, dan buah batu lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan 

pembenihan tanaman buah apel dan buah batu. 

24. 01251 PERTANIAN BUAH BERI 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau 

pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca 



panen buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry, strawberry dan 

beri lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah beri. 

25. 01252 PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 

penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman 

buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, 

chestnut, kenari, walnut dan kacangkacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan 

pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan. 

26. 01253 PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 

penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman 

sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, 

melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran 

tahunan. 

27. 01259 PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 

penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman 

buah semak lainnya, termasuk locust beans. Termasuk kegiatan pembibitan dan 

pembenihan tanaman buah semak lainnya. 

28. 01261 PERKEBUNAN BUAH KELAPA 

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan 

lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan 

buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah 

kelapa. 

29. 01270 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 

penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman 

untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk 

kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman. 

30. 01283 PERTANIAN CABAI 

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 

penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca 

panen sayuran cabai (capsicum spp), seperti cabai besar, cabai rawit dan 

paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai. 

31. 01611 JASA PENGOLAHAN LAHAN 

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan 

perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk 

persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering. 

32. 01612 JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT/BENIH DAN PENGENDALIAN 

HAMA DAN GULMA 

Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan lahan 

pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman 

pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa 

(fee) atau kontrak. 

33. 01613 JASA PEMANENAN 



Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) 

atau kontrak. 

34. 01614 JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA 

Kelompok ini mencakup usaha penyemprotan dan penyerbukan melalui udara 

dengan pesawat udara khusus berdasarkan keadaan tertentu. 

35. 01619 JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA 

Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk 

dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan 

pengairan/ penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operatornya, 

pemeliharaan dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau 

kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasukkan dalam 

77305 

36. 01630 JASA PASCA PANEN 

Kelompok ini mencakup usaha pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil 

panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, 

pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil 

pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan 

hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji 

cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan. 

37. 01640 PEMILIHAN BENIH TANAMAN UNTUK PENGEMBANGBIAKAN 

Kelompok ini mencakup semua kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk 

meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non 

benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau 

kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang, dan juga 

menjaga kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan 

ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih 

dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini. 

 

 

b. Menjalankan usaha dalam bidang Peternakan yang meliputi: 

1. 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, 

dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk 

menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan 

calon sapi siap potong. 

2. 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan 

usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak 

atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan. 

3. 01413 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

kerbau potong untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, semen dan 

embrio dan usaha budidaya kerbau potong berupa pengembangbiakan untuk 



menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan 

calon kerbau siap potong. 

 

4. 01414 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 

kerbau perah untuk menghasilkan ternak bibit kerbau perah, semen dan embrio 

dan usaha budidaya kerbau perah yang menyelenggarakan pengembangbiakan 

untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu. 

5. 01420 PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

kuda dan sejenisnya, untuk menghasilkan ternak bibit kuda dan sejenisnya, 

semen dan embrio dan usaha budidaya kuda yang melakukan kegiatan 

pengembangbiakan untuk menghasilkan kuda potong, kuda perah, kuda pacu, 

kuda tunggang, kuda tarik, kuda kavaleri, kuda polo, dan kuda kesayangan, 

bagal, hinni dan sejenisnya 

6. 01441 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan 

embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk 

menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan 

calon domba siap potong. 

7. 01442 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG 

Kelompok ini mencakup usaha yang menyelenggarakan pembibitan kambing 

potong, untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, mani dan mudigah dan 

peternakan yang menyelenggarakan budidaya kambing (termasuk kegiatan 

penggemukan) untuk menghasilkan kambing potong. 

8. 01443 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

kambing perah, untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, semen dan 

embrio; dan kegiatan budidaya kambing perah berupa pengembangbiakan untuk 

menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu. (sama 

dengan sapi perah) 

9. 01444 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

domba perah untuk menghasilkan ternak bibit domba perah, semen dan embrio; 

dan kegiatan budidaya domba perah berupa pengembangbiakan untuk 

menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu. 

10. 01461 BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya 

ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging. 

11. 01462 BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya 

ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya. 

12. 01463 PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA 



Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

ayam lokal dan persilangannya,untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur 

tetas ayam lokal petelur dan pedaging,dan persilangannya. 

 

 

13. 01464 BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya 

ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging 

siap potong dan telur konsumsi. 

14. 01465 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit itik dan/atau 

bebek dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek 

untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, 

telur konsumsi dan lainnya. 

15. 01466 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

burung puyuh, untuk menghasilkan ternak bibit burung puyuh dan atau telur tetas 

dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya burung puyuh untuk 

menghasilkan burung puyuh potong, burung puyuh petelur atau telur konsumsi. 

16. 01468 PEMBIBITAN AYAM RAS 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 

ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur 

tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan 

ayam ras petelur. 

17. 01469 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK UNGGAS LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan 

ternak unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, ungags persilangan dan unggas 

lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang 

melakukan kegiatan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan, unggas 

pedaging, unggas petelur dan telur. 

18. 01493 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA LEBAH 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 

dan budidaya lebah, termasuk pengusahaan madu. 

19. 01495 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 

dan budidaya ternak kelinci, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, kulit dan 

lainnya. 

20. 01496 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA CACING 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 

dan budidaya ternak cacing, baik untuk menghasilkan bibit dan daging, dan 

lainnya. 

21. 01499 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ANEKA TERNAK LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan 

aneka ternak, seperti marmut, anjing, kucing, kera/primata lainnya, ulat, jangkrik 

dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan bibit dan peternakan yang 



menyelenggarakan budidaya aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit dan 

lainnya. 

22. 01629 JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan 

lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, 

pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, 

termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatan 

hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal 

kuda) dan pengebirian hewan. 

 

c. Menjalankan usaha dalam bidang Penggilingan Beras dan Jagung yang meliputi: 

1. 10631 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS 

Kelompok ini mencakup usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk 

penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi. 

2. 10632 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG 

 Kelompok ini mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung. 

3. 10633 INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG 

 Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung beras dan tepung jagung. 

 

d. Menjalankan usaha dalam bidangPengelolaan Sampah yang meliputi: 

1. 38110 PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA 

Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya 

dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha 

dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer 

sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat 

dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan 

minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat 

sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi 

dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau 

puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah 

sampah untuk sampah yang tidak berbahaya. 

2. 38211 TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK 

BERBAHAYA 

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah 

dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak 

berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa 

menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu 

atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan 

treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan. 

3. 38212 PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK 

Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu 

tanaman (pupuk alam organik). 

e. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Hasil Pertanian, Peternakan dan 

Perikanan yang meliputi: 

1. 46311 PERDAGANGAN BESAR BERAS 



Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan 

sebagai konsumsi akhir. 

2. 46312 PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk 

digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah 

lainnya. 

3. 46313 PERDAGANGAN BESAR SAYURAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk 

digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran 

lainnya. 

4. 46315 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, 

termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy 

cream, dan produk sejenis lainnya. 

5. 46319 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL 

PERTANIAN LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan 

minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-

rempah. 

6. 46321 PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging sapi dan daging sapi 

olahan, termasuk daging sapi yang diawetkan 

7. 46322 PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging ayam dan daging 

ayam olahan, termasuk daging ayam yang diawetkan. 

8. 46323 PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan 

lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan. 

9. 46324 PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan. 

10. 46325 PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar telur dan hasil olahan telur. 

11. 46326 PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu. 

12. 46327 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak hewani. 

13. 46329 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL  

PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA 

Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman 

hasil peternakan dan perikanan yang belum tercakup dalam kelompok 46321 s.d 

46327, seperti perdagangan besar madu hasil peternakan lebah, dan 

pemungutan madu hasil hutan. 

14. 47211 PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di 

dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, 

kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong. 



15. 47212 PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di 

dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, 

jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan 

semangka. 

 

16. 47213 PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam 

bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, 

mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah. 

17. 47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di 

dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan 

unggas. 

18. 47215 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di 

dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih 

bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut. 

19. 47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi hasil 

pertanian yang belum tercakup dalam kelompok 47211 s.d. 47216 di dalam 

bangunan seperti lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas dan madu. 

20. 47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras 

di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan 

beras ketan. 

21. 47243 PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi,gula pasir atau 

gula merah di dalam bangunan. 

22. 47244 PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tahu, tempe, tauco 

dan oncom di dalam bangunan. 

23. 47245 PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis 

produk daging olahan dan ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan 

di dalam bangunan, seperti sosis, bakso, abon, ikan teri, cucut, selar, kerapu, 

udang, rebon, petek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis, dan kerang. 

24. 47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan 

hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam 

bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buahbuahan dan sayuran 

yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping. 

25. 47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR 

GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA 

PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA 



Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan 

bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar 

untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk 

kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, 

BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. 

Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahanbahan pelumas, 

cooling products, bahan-bahan pembersih dan barangbarang lain untuk 

keperluan mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar bahan bakar 

dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar 

untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772. 

26. 47302 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR 

GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA 

PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA 

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar 

gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar 

untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). 

Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU 

dimasukkan dalam kelompok 47301. 

27. 47752 PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, 

kambing, dan unggas. 

28. 47754 PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN 

HEWAN PIARAAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan 

ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan di dalam bangunan, seperti 

ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung 

tulang, tepung darah dan tepung kerang. 

29. 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam 

pupuk dan pemberantas hama, seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, 

DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium fosfat, diamonium 

fosfat, nitrogen fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk 

kapur), insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida. 

30. 47791 PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN 

PERLENGKAPANNYA 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan 

perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, 

mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin 

pengupas, mesin perontok, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen 

dan suku cadang mesin pertanian. 

31. 47796 PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN 

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat-alat pertanian, 

seperti cangkul, bajak, sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin. 

 

f. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Boga dan Catering yang meliputi: 

1. 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 



Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar 

kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk 

suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap 

dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, 

pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat 

kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan 

melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, 

seminar/kegiatan acara berlangsung. 

2. 56290 PENYEDIAAN JASA BOGA PERIODE TERTENTU 

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu 

jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, 

untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia 

makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan 

perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria 

(misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas dasar 

konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam 

kelompok ini jasa katering Industri yang melayani jangka panjang tempat 

pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan. 

 

(2) BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa yang bergerak pada bidang usaha: 

a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian 

b. Menjalankan usaha dalam bidang Peternakan 

c. Menjalankan usaha dalam bidang Penggilingan Beras dan Jagung 

d. Menjalankan usaha dalam bidang Pengelolaan Sampah 

e. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Hasil Pertanian, Peternakan dan 

Perikanan 

f. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa Tata Boga dan Catering 

 

BAB IV 

ORGANISASI BUM DESA 

 

Bagian Kesatu 

Musyawarah Desa 

Pasal 4 

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa. 

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, 

penasihat, dan/atau pengawas. 

(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah 

Desa. 

 

Pasal 5 

Musyawarah Desa terdiri atas: 

a. Musyawarah Desa tahunan; dan 



b. Musyawarah Desa khusus, dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di 

BUM Desa. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a: 

a. Pelaksana operasional menyampaikan: 

1. Laporan semester yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk 

mendapat persetujuan Musyawarah Desa; 

2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa 

menjadi rencana program kerja dilaksanakan per 1 tahun sekali.  

b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa 

mempunyai saldo laba yang positif. 

(2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah 

Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab 

sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas 

pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatan yang telah dijalankan selama tahun 

buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan 

Keuangan. 

(3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk 

melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. 

 

Pasal 7 

(1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat 

diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan 

segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa. 

(2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas 

kepada penasihat. 

(3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 

(tujuh) hari kalender. 

Pasal 8 

(1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh: 

a. Kepala Desa; 

b. BPD; dan 

c. Unsur masyarakat yang terdiri atas: 

1. Penyerta modal; 

2. Perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan 

3. Perwakilan Lembaga Desa 

(2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai 

mufakat. 

 

Pasal 9 

Musyawarah Desa berwenang: 

a. Menetapkan pendirian BUM Desa; 

b. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya; 



c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta 

kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan; 

d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional bum desa; 

e. Mengangkat pengawas; 

f. Mengangkat sekretaris dan bendahara bum desa; 

g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh bum desa; 

h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh 

pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat; 

i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana 

ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, 

dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam 

Anggaran Dasar BUM Desa; 

k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih bum desa; 

l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih bum desa; 

m. Memutuskan penugasan desa kepada bum desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu; 

n. Memutuskan penutupan unit usaha bum desa; 

o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha bum desa dan/atau unit usaha 

bum desa yang diserahkan kepada desa; 

p. Menerima laporan tahunan bum desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab 

penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; 

q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa; 

r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh 

penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM 

Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian; 

s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, 

pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan 

pertanggungjawaban; 

t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional bum desa karena keadaan 

tertentu; 

u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian 

harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha bum desa; 

v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan 

w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit 

investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan 

bum desa. 

 

Bagian Kedua 

Penasihat 

 

Pasal 10 

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. 



 

Pasal 11 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang: 

a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran 

Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya; 

b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan 

oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; 

c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan 

Musyawarah Desa; 

d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan 

mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa; 

e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan 

analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan 

penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada 

Musyawarah Desa; 

f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh 

pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan 

kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan; 

g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan 

keputusan Musyawarah Desa; 

h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan 

jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan 

i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa 

dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain 

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa. 

 

Pasal 12 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas: 

a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan 

pengelolaan BUM Desa; 

b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja 

BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa; 

c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai 

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha 

BUM Desa; 

e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha 

BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; 

f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa 

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan 

Musyawarah Desa; 



g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi 

pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan 

h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM 

Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan 

Musyawarah Desa. 

 

Pasal 13 

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak: 

a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan; dan 

b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:  

1. Gaji minimal Rp.500.000,- / orang / bulan dan atau menyesuaikan kemampuan BUM 

Desa yang diatur dalam SOP Perhitungan Gaji Pengelola BUM Desa 

2. Tunjangan Kinerja menyesuaikan kemampuan BUM Desa yang diatur dalam SOP 

Perhitungan Gaji Pengelola BUM Desa 

3. Tunjangan dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM 

Desa. 

 

Bagian Ketiga 

Pelaksana Operasional 

 

Pasal 14 

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur 

yang diangkat oleh Musyawarah Desa. 

 

Pasal 15 

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang 

diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat 

meliputi: 

a. Warga Desa BALARADIN; 

b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat 

tugas sebagai Direktur); 

c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas 

sebagai direktur; 

d. Berpendidikan minimal SMA sederajat; 

e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; 

f. Tidak pernah dinyatakan pailit; 

g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit; 

h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 

i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang 

ekonomi dan/atau pelayanan umum; 

j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 



k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa. 

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur. 

(5) Direktur dijabat oleh Sri Hono Wiharto 

 

 

Pasal 16 

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan: 

a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 

b. Melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan 

perundang-undangan; 

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan bum desa dan/atau desa; 

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati 

sebagai direktur bum desa; 

e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap; dan 

f. Mengundurkan diri. 

 

Pasal 17 

Direktur berwenang: 

a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah 

Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya; 

b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan 

garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa; 

c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun 

dengan pihak lain; 

d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, 

tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa; 

e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan; 

f. Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan dari penasihat sesuai 

ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa 

setelah mendapat persetujuan dari penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar 

BUM Desa; 

h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh 

Musyawarah Desa; 

i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh 

Musyawarah Desa; 



j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa; 

k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; 

dan 

l. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya 

bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, 

dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah 

Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili 

BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan. 

Pasal 18 

Direktur bertugas: 

a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk 

kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili 

BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala 

kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, 

keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa; 

c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk 

diajukan kepada penasihat dan pengawas; 

d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan 

kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas; 

e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada 

penasihat; 

f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan 

g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis 

keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan 

modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa. 

 

Pasal 19 

Direktur berhak: 

a. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala 

kejadian; 

b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara; 

c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas: 

1. Gaji minimal Rp.500.000,- / orang / bulan dan atau menyesuaikan kemampuan BUM 

Desa yang diatur dalam SOP Perhitungan Gaji Pengelola BUM Desa 

2. Tunjangan Kinerja menyesuaikan kemampuan BUM Desa yang diatur dalam SOP 

Perhitungan Gaji Pengelola BUM Desa 

3. Tunjangan dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan 

BUM Desa. 

 

Bagian Keempat 

Pengawas 



Pasal 20 

(1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, 

dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa. 

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat 

meliputi: 

a. Warga Desa BALARADIN; 

b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat 

tugas sebagai pengawas); 

c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas; 

d. Berpendidikan minimal SMA sederajat; 

e. Tidak pernah dinyatakan pailit; 

f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit; 

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; 

h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang 

ekonomi dan/atau pelayanan umum; 

i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan 

(3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas. 

(5) Pengawas dijabat oleh: 

a. Toha 

b. Mukhlis 

c. Hj. Siti Herlina 

 

Pasal 21 

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan: 

a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 

b. Melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan 

perundang-undangan; 

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan bum desa dan/atau desa; 

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati 

sebagai pengawas; 

e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap; dan 

f. Mengundurkan diri. 

 

Pasal 22 

Pengawas berwenang: 

a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan 

oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; 



b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati 

Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya; 

c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan 

jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan 

nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain 

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; 

e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana 

kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau 

masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa; 

f. Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam 

hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang 

berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan 

g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa. 

 

Pasal 23 

Pengawas bertugas: 

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM 

Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program 

kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa; 

c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada 

Musyawarah Desa; 

d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM 

Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat; 

e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari 

pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; 

f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan 

pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada 

Musyawarah Desa; 

g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM 

Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan 

h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah 

Desa. 

 

Pasal 24 

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas: 

a. Gaji minimal Rp.500.000,- / orang / bulan dan atau menyesuaikan kemampuan BUM 

Desa yang diatur dalam SOP Perhitungan Gaji Pengelola BUM Desa 

b. Tunjangan Kinerja menyesuaikan kemampuan BUM Desa yang diatur dalam SOP 

Perhitungan Gaji Pengelola BUM Desa 

c. Tunjangan dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan BUM 

Desa. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN 

Bagian Kesatu 

Modal 

 

Pasal 25 

(1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.230.000.000- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah ) 

(2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi 

atas: 

a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp.230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh 

Juta Rupiah) atau 100% (Seratus Persen) dan 

b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp.0,- (Nol Rupiah) atau 0% (Nol 

Persen) 

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

terdiri atas: 

a. Uang senilai Rp. Rp.230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) 

(4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bagian Kedua 

Aset 

Pasal 26 

(1) Aset BUM Desa bersumber dari: 

a. Penyertaan modal; 

b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah; 

c. Hasil usaha; 

d. Pinjaman; dan/atau 

e. Sumber lain yang sah. 

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam 

laporan keuangan. 

 

Pasal 27 

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) 

huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya. 

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa. 

 



Bagian Ketiga 

Pinjaman 

 

Pasal 28 

(1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip 

transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan: 

a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha 

BUM Desa; 

b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain 

dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur; 

c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; 

d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan 

e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM 

Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan. 

 

Pasal 29 

(1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama 

dengan Rp. 200.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa. 

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 

200.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas. 

 

 

BAB VI 

KERJA SAMA 

 

Pasal 30 

(1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Kerja sama usaha; dan 

b. Kerja sama non-usaha. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan 

melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama. 

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, 

lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki 

warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain. 

 

Pasal 31 



(1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk 

namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang 

pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pengelolaan aset Desa. 

(2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang 

menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain 

termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa 

yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu. 

 

Pasal 32 

(1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa 

dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk 

namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya. 

(2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber 

daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan 

kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal 33 

(1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp.200.000.000 

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa; 

(2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp.200.000.000 dilakukan setelah 

mendapat persetujuan penasihat dan pengawas; 

 

Pasal 34 

(1) Bentuk kerja sama usaha: 

a. Yang memanfaatkan Aset atau Kekayaan Milik Desa 

b. Yang melibatkan sebagian besar masyarakat Desa 

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa; 

(2) Bentuk kerja sama usaha: 

a. Yang bersifat pengembangan unit usaha BUM Desa 

dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas; 

 

Pasal 35 

(1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan 

dalam bentuk paling sedikit: 

a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan 

b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

(2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat. 

 

 



BAB VII 

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA 

 

Pasal 36 

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha 

dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku. 

(2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas: 

a. Pendapatan Asli Desa dan laba ditahan sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima per 

seratus); 

b. Dana Sosial sebesar 10% (Sepuluh per serratus ); 

c. Penguatan kapasitas Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Des 

sebesar 5% (Lima per seratus); 

d. Tunjangan Kinerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Des 

sebesar 10% (Sepuluh per seratus); dan 

(3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk: 

a. Pendapatan Asli Desa sebesar 35% (Tiga Puluh Lima per serratus ) yang 

penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, 

bantuan sosial,; 

b. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang 

membutuhkan pengembangan usaha sebesar 40% (Empat Puluh per seratus). 

 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 


